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Istigfarin
Abstrak

Istigfarin, Implementasi Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Desa
Labangka Barat Kecamatan Babulu Kabupaten PenajasePUtara. Di
bawah bimbingan Bapak Dr. Djumadi, M.Si dan Ibunts&ande, S.Sos.,
M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikanenganalisis dan
mengetahui faktor pendukung dan penghambat Impl&sieRelayanan
Publik di Desa Labangka Barat. Teknik pengumpulata ddilakukan
dengan cara memasuki penelitian (getting in), barddokasi penelitian
(getting a long), mengumpulkan data (longing dayajtu observasi,
wawancara tidak berstruktur, dan dokumentasi. Sumtiata yang
diperoleh dengan menggunakan teknik porpusive saghgan snowball
sampling. Analisis data yang digunakan dalam pdaeliini adalah
menggunakan metode analisis data model intera&tifydiawali dengan
proses pengumpulan data (Data collection) dataypeierhanaan (Data
Reduction), penyajian data (Data Display), penanik&esimpulan
(Conclution drawing). Dari hasil penelitian dipdelhh gambaran bahwa
secara keseluruhan Implementasi Pelayanan Publikc®aPemekaran
Desa Labangka Barat Kecamatan Babulu Kabupaten jaemaPaser
Utara belum berjalan dengan maksimal, hal ini kareberdasarkan
penelitian yang dilakukan diketahui bahwa prosepelayanan yang ada
di Desa Labangka Barat belum sepenuhya disosgikaa kepada
masyarakat, sarana dan prasarana yang belum memselaerti ruang
kerja dan gedung yang masih menempati balai deksgesajalan yang
masih rusak dan kedisiplinan pegawai yang masikahkgrdisiplin dalam
urusan waktu kerja. Dalam proses peningkatan Imgletasi Pelayanan
Publik Pasca Pemekaran Desa Labangka Barat Kecamd&abulu
Kabupaten Penajam Paser Utara diperlukan adanyasedur pelayanan
baik secara administratif maupun teknis yang teddtetahui masyarakat
agar memudahkan proses pelayanan yang diberikandeemasyarakat
sehingga masyarakat mengetahui tentang prosedaypean yang ada
di Desa Labangka Barat dan dapat memberikan kudi@n saran atas
pelayanan yang diberikan.

Kata Kunci: |mplementas, Pelayanan, Pemekaran

Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakulmu Sosial Dan lImu
Politik, Universitas Mulawarman.




Implementasi Pelayanan Publik Pasca Pemekaragfélisti)

Pendahuluan

Pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indoriesian

1945 Pasal 18 A ayat 2 menyatakan bahwa hubukgzengan,
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam ddresdaya lainya
antara pemerintah pusat dan pemerintahan daertai dan dilaksanakan
secara adil dan selaras berdasarkan undang-unda@genjak di
berlakukannya Undang-undang Pemerintah Daerah Riolahun 1999
Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirdeisgan Undang-
undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dapemerintah
daerah secara terus menerus meningkatkan pelagabék.

Seiring dengan hal itu tuntunan masyarakat untukdapatkan
pelayanan yang berkualitas terus meningkat.dari twake waktu,
tuntunan tersebut semakin berkembang seirama dethgabuhnya
kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untulayalli dan
kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanamtahgan yang
dihadapi dalam pelayanan publik adalah bukan haresmciptakan sebuah
pelayanan yang efesien, namun juga bagaimana jagat ddilakukan
tanpa membeda-bedakan status sosial mayarakat giengani, atau
dengan kata lain bagaimana menciptakan pelayanag walil dan
demokratis.

Sementara melihat sejarah fenomena pelayanan plobk&nlah
suatu wacana yang baru, fakta menunjukkan bahwdagat masalah
penting dalam penyelenggaraan pelayanan publikiu ygiertama,
meningkatnya indikasi-indikasi  diskriminasi  pelagan dalam
penyelenggaraan. Dalam penyelenggaraan pelayaraik plibutuhkan
dibutuhkan aparatur yang memiliki komitmen dan segaé kerja tinggi
untuk mencapai kinerja pelayanan publik yang sestaidar pelayanan
yang telah ditentukan, dan menghasilkan kepuasamdayarakat.

Pada masa reformasi tuntutan masyarakat terhadeyapan
justru semakin gencar diperjuangkan bahkan disgsisin dalam
kehidupan sehari-hari mengingat untuk mendapathganbn yang baik
dan memuaskan masih dihadapkan oleh pilihan yaitg ftadahal di era
reformasi seperti sekarang ini seharusnya masyarakendapatkan
kemudahan-kemudahan yang dapat mendorong berkemjzardynia
usaha, apalagi seiring dengan pelaksanaan otonaarahl sudah
selayaknya masyarakat mendapatkan kepuasan sebagainjang
diharapkan, tetapi dalam kenyataannya justru msegh terjadi keluhan
masyarakat yang kurang puas atas layanan yangikdibeberbicara
tentang pelayanan publik memang tidak terlepaslsabagai faktor yang
mendukung, baik sumber daya manusia, sarana dssarpna juga
kebijakan yang mengatur tentang pelayanan, terutaemgenai jalur
birokrasi yang selama ini sering menjadi perbineanglikalangan dunai
usaha, karena masih mengindikasikan berbelit-belit.
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Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatdsa masalah

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pelayanan Publik Pasca RearelDesa
Labangka Barat Kecamatan Babulu Kabupaten Penagaer Rtara?

2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambatledmentasi
Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Desa Labangkakzmamatan
Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara?

Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah penelitian, malditen dilakukan

dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis Implementslayanan
Publik Pasca Pemekaran Desa Labangka Barat KeaarBatiaulu
Kebupaten Penajam Paser Utara.

2. Untuk mengetahui  faktor-faktor pendukung dan pengbat
Implementasi Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Daisangka
Barat Kecamatan Babulu Kebupaten Penajam Pase.Utar

Kegunaan Penelitian

Secara terperinci manfaat dari penelitian ini duakbagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis bahwa hasil penelitian yang dilakuldiharapkan
memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengemibaihiga
pengetahuan yang lebih erat relevansinya dalam #dehministrasi.
Dengan adanya penelitian ini maka penulis akan meeomgh
pengetahuan dan melatih tentang cara penyusunamegaulis dan
menganalisa serta mencari alternatif pemecahan lahassuatu
penelitian yang baik sesuai dengan dasar pengetajary penulis
peroleh selama mengikuti kuliah pada Program SAdministrasi
Negara Fakultas llmu Sosial dan Politik Univershadawarman.

2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai tolak u#an bahan
masukan bagi Kepala Desa dan Staf Desa Labangké Becamatan
Babulu dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kerangka Dasar Teori
Implementasi

Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2012:148ygendapat
bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setatadang-undang
ditetapkan yang memberikan otoritas program, kkana keuntungan
(benefit),atau suatu jenis keluaran yang ny@agible output)
Model I mplementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakaleh
George C. Edwards Il dalam Dwiyanto Indiahono @3Q) menunjuk
empat variabel yang berperan penting dalam permapaberhasilan
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implementasi. Empat variabel tersebut adalah kokasni sumber daya,
disoposisi, dan struktur birokrasi.
Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut Sinambela (2008:5) adalatiap
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadppdeh manusia yang
memilki setiap kegiatan yang menguntungkan dalastuskumpulan atau
kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasdayaerkait pada
suatu produk secara fisik.
Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

Di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparstgara
No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelemydtelayanan
Publik disebutkan bahwa prinsip pelayanan publ&iaa kesederhanaan,
kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, gtemgg jawab,
kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan déesisjpilinan,
kesopanan, keramahan, dan kenyamanan.
Kualitas Pelayanan Publik

Sinambela dkk. (2006:6), mengatakan bahwa kuatigdgyanan
prima tercermin dari: transparansi, akuntabilitas)disional, partisipatif,
kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban.
Standar Pelayanan Publik

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatugafde
Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyeieagy
Pelayanan Publik, Standar Pelayanan sekurang-kayangneliputi:
prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya qeday wproduk
pelayanan, sarana dan prasarana dan kompetengapgelayanan.
Pengertian Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 200%&ngnDesa,
bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yanglikndatas-
batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengsgua mengurus
kepentingan masyarakat setempat yang diakui damrdéti dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kriteria Pemekaran Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun @0@8ng
Pesyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, hBeumgan, dan
Penggabungan Daerah. Pemekaran Daerah dapat @itakgrdasarkan
kriteria sebagai berikut: kemampuan ekonomi, potefaerah, sosial
budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas dagdan pertimbangan
lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomatiaer
Definisi Konsepsional

Implementasi pelayanan publik pasca pemekaran desdah
suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawairdbk®esa Labangka
Barat didalam memberikan pelayanan kepada masyasatedah undang-
undang ditetapkan yang berbentuk kebijakan yangalisasikan dalam
bentuk kegiatan atau proses pelaksanaan/penerapgalkdan publik,
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kegiatan pelayanan publik dilaksanakan sebagai aippgmenuhan
kebutuhan bagi penerima pelayanan didalam pelaypobhk prosedur
pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dardah dilaksanakan
serta tersedianya sarana dan prasarana kerja yamgacdai untuk
mendukung terselenggaranya pelayanan publik, sei@in pemberi

pelayanan harus bersikap disiplin, sopan santunfataah.

M etode Penelitian
Jenis Pendlitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskrififaah penelitian
yang memusatkan perhatian terhadap masalah-maatdahfenomena-
fenomena yang pada saat peneliti dilakukan atawalatasyang aktual
kemudian menggambarkan fakta tentang masalah yasglidiki
sebagaimana adanya diiringi dengan interprestasi.
Penelitian ini tidak menguji hipotesis melainkan nya
mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai derygag diteliti.
Dengan demikian dapat ditegaskan kembali bahwalipaneini juga
ditempuh berdasarkan tujuan untuk memahami fenommaeagenai
implementasi pelayanan publik yang dilaksanakar @paratur Desa
Labangka Barat setelah dilaksanakannya pemekasan de
Fokus Penelitian
1. Implementasi Pelayanan Publik pasca pemekaran DRigkur
melalui:

Kesederhanaan

Kelengkapan sarana dan prasarana

Kemudahan akses

Kedisiplinan

Kesopanan
f. Keramahan

2. Faktor Pendukung dan Penghambat implementasi pelaypublik
pasca pemekaran Desa Labangka Barat KecamatanuB&aiolipaten
Penajam Paser Utara.

Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informaabagai
sumber untuk memperoleh data adapun yang menjgdnf@man dalam
penelitian ini adalah para Ketua RT di Kelurahamjliag Laut Indah,
masyarakat yang menetap atau tinggal di wilayaliébban Tanjung Laut
Indah. Sedangkan informannya adalah Lurah di Keamaranjung Laut
Indah, dan staf pegawai Kepala Seksi Pembangunamakan Tanjung
Laut Indah. Adapun dalam penentuan informan dilakuksecara
purposive sampling.

Tekhnik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data ini di jelaskan MNastlalam

Serla 2007:44-45) melalui tahapan-tahapan sebagiuit:
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1. Memasuki penelitiaigetting in)
2. Berada di lokasi penelitigfgetting a long)
3. Mengumpulkan datfoging data)

Ada tiga macam pengumpulan data yang digunakan kuntu

mendapatkan gambaran implementasi pelayanan puyidgca

pemekaran dapat dilakukan dengan cara sebagauberik

a. Observasi

b. Wawancara tidak berstruktur

c. Dokumentasi
Tekhnik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitiannieinggunakan

metode analisis data model interaktif dari Miles ¢tuberman (2007:15-
20) yaitu analisis yang terdiri dari beberapa &agiatan yang terjadi
secara bersamaan. berikut adalah penjelasan afjmté&e dari analisis
model interaktif yaitu: berikut penjelasan darirdtegiatan dari analisis
model interaktif yaitu; (a) Pengumpulan Data; (ehjderhanaan Data;
(c) Penyajian Data; (d) Penarikan Kesimpulan.

Has| Penelitian

Kesederhanaan

Mengenai kesederhanaan erat kaitanya dengan propelityanan yang
dibuat oleh pemerintah dalam menyelenggarakan grqssdayanan
kepada masyarakat, prosedur pelayanan merupakandkéan tahapan
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilimaglalui
kesederhanaan alur pelayanan. Kesederhanaan sdmegpéengaruh
terhadap kepuasan masyarakat dalam menilai sebeedgktifnya
pelayanan itu berjalan dengan melihat bagaimanaeptos pelayanan
publik apakah berbelit-belit, mudah dipahami, damdah dilaksanakan.
Berikut hasil penelitian yang dilakukan beberapéatwgang lalu yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepadpalB
Driyono selaku Kepala Desa Labangka Barat yaitu:

“jika masalah prosedur pelayanan publik yang add®esa Labangka
Barat sudah pernah disosialisasikan tetapi hargageorang tertentu saja
yang diberitahu seperti Ketua RT, Kepala Dusun,gatey BPD dan

sebagaian lagi berasal dari tokoh masyarakat set2nfdasil wawancara
30 Desember 2013)

Adapun pula pendapat yang sama yang diungkapkdnBapak
Mislan selaku Kepala Dusun dan Masyarakat Desarigit@aBarat yaitu:
“pernah ada sosialisasi tetapi istilahnya sosisilisiri ketua RT yang
langsung ke warga masyarakat walaupun penyampajiaanitdak
mengumpulkan warga, dimana saja dengan siapa s#& harus
mengundang karena yang mengundang dari desanyiai $amga tokoh
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masyarakatnya, tokoh agama dan pemuda”. (Hasil weava tanggal 3
Januari 2014).

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahpvosedur
pelayanan yang ada di Desa Labangka Barat mudadhatii oleh
masyarakat Desa Labangka Barat dengan prosedur tidaig berbelit-
belit, tetapi dalam hal sosialisasi tentang prosepelayanan publik
pemerintah Desa Labangka Barat belum mensosi&igsasja secara
massal kepada warga desa.

Kelengkapan Sarana dan Prasarana

kerja adalah fasilitas yang secara langsung bgsfusebagai
penunjang proses penyelenggaraan pemerintaharhddaean mencapai
sasaran yang ditetapkan, antara lain; ruangan ikgredengkapan kerja,
dan kendaraan dinas. Prasarana kerja adalahdasyi#ng secara tidak
langsung berfungsi menunjang terselenggaranya spabges Kkerja
aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai denggastdan tanggung
jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatamutaah instansi.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa sarana daargraskerja
berfungsi dalam menunjang proses terselenggarasjyaygman yang
dilakukan oleh pemerintah. berikut ini ada beberapail wawancara
yang dilakukan beberapa waktu yang lalu yaitu:

Adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada B&palono
selaku Kepala Desa Labangka Barat mengenai kelpagkaarana dan
prasarana untuk menjalankan pelayanan publik yaitu:

“Menurut saya yang belum memadai pada kantor Dedmrigka Barat
ini adalah kantor desanya sendiri yang dimana masmakai kantor
balai desa dikarenakan kantor desa yang belum $elain itu tidak
adanya gedung serbaguna dan balai pertemuan. KklEm bidang
peralatan kerja pendukung dalam penyenggaraan grelay publik
menurut saya sudah cukup mendukung karena disiahsierdapat
komputer, printer dan kendaraan dinas”. (Hasil wasaga tanggal 30
Desember 2013)

Hal senada diungkapkan pula dari hasil wawancarag ya

dilakukan kepada Bapak Edi Siswoyo selaku Kepalssain Ekonomi dan
Pembangunan yaitu:
“menurut saya sarana dan prasarana yang ada dnagih kurang seperti
kantor, genset, wifi, dan mesin foto kopi. Adapuergiatan kerja
pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan pulp&rtsekomputer,
handpone, GPS, laptop, meteran, kompas, dan kemwdaiaas”. (Hasil
wawancara tanggal 6 Januari 2014)

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahw
kelengkapan sarana dan prasarana yang ada dilabdagit kurang
memadai dikarenakan belum adanya genset, kompuateg ynasih
kurang memadai tidak sebanding dengan jumlah pegeamg ada di
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kantor Desa Labangka Barat ruang kerja yang masiank sehingga
banyak staf yang bekerja dengan ruang yang kunzesy derta lemari
arsip yang dinilai kurang memadai dan kondisi lamang tidak layak
pakai sehingga banyak arsip yang tempat keberatiiZein beraturan
dikarenakan lemari yang sudah tidak bisa digunakan.

Kemudahan askes

Pemekaran daerah dalam Peraturan pemerintah Nagndahun
2005 pada pasal 2 bahwa pembentukan desa harusnot@nmsyarat
jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah keparangkat dan
sarana dan prasarana pemerintahan. Sehingga deregdmbangan
tersebut sudah seharusnya pemerintah menyedialses glang mudah
dijangkau oleh masyarakat sesuai dengan kondigyrgés yang telah
dipertimbangkan sebelum pemekaran yaitu akses lgditg mudah untuk
dijangkau dari pada akses menuju desa sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepadpalB
Driyono selaku Kepala Desa Labangka Barat yaitu:

“Kantor Desa Labangka Barat ini merupakan tempagysangat mudah
untuk dituju oleh masyarakat setempat karena tdakbutuhkan waktu

yang lama kira-kira hanya memerlukan waktu cukupn&dit saja hal ini

tentu saja membantu masyarakat untuk datang kerkdesa karena jarak
tempuh yang tidak membutuhkan waktu yang lama”.siHaawancara

tanggal 30 Desember 2013)

Hal yang sama diungkapkan pula dari hasil wawangarsg
dilakukan kepada Bapak Bama Mutamar salah satuan@ega Labangka
Barat beberapa waktu yang lalu yaitu:

“menurut saya lokasi kantor Desa Labangka Baiamudah dijangkau
karena hanya membutuhkan waktu tidak sampai 15trdatam hal ini
saya sangat terbantu dengan dekatnya jarak yaemglith dari rumah
hingga ke kantor Desa Labangka Barat ini ”. (Hasilvancara tanggal 7
Januari 2014).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui batokadsi Desa
Labangka barat dekat dari pada lokasi Desa sebpkmekaran yaitu
Desa Labangka.

Kedisiplinan

Didalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatugafde
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusumdeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Petakrimengatakan
bahwa kedisiplinan petugas pelayanan yaitu kesuraygpetugas dalam
memberikan pelayanan terutama terhadap konsisteidu kerja sesuai
ketentuan berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pegaw@ag bekerja
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Haeusungguh-
sungguh dan bertanggung jawab terhadap kewajibamtgdah diberikan
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sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkankuerii ada beberapa
hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitiamiak

Adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada B&palono

selaku Kepala Desa Labangka Barat yakni:
“bisa dilihat sendiri bahwa kedisiplinan staf Désdangka Barat kurang
disiplin jika masalah waktu masuk jam bekerja hggin dengan hal
waktu jam pulang kerja terkadang pulang lebih ddéuwi waktu yang
ditentukan apalagi jika saya tidak ada dikantotiagil wawancara
tanggal 30 Desember 2013)

Hal senada diungkapkan pula oleh Bapak Irwan Addgduan
selaku Kepala Urusan Umum dan Pemerintahan patia yai
“mengenai kedisiplinan para pegawai Desa LabangiatBmenurut saya
belum disiplin termasuk saya sendiri yang seringukaerlambat tidak
tepat pada jadwal yang telah ditentukan termasuakpjalang kerja
terkadang pulang kerja lebih awal dari waktu yaekaht ditentukan”.
(Hasil wawancara tanggal 7 Januari 2014)

Dari hasil penelitian diatas dapat diketahui balkedisiplinan
yang ada di Kantor Desa Labangka Barat masih kunaegnuaskan ini
dibuktikan dengan hasil penelitian dilapangan yaragih mendapati staf
yang datang tidak tepat pada waktunya begitu jugyagan jam pulang
kerja, selain itu pemanfaatan waktu yang kurargralitkan oleh staf Desa
Labangka Barat.

Kesopanan

Kesopanan berkaitan dengan sikap dan perilaku yamgyikan
petugas pelayanan kepada masyarakat dalam membepidayanan
secara sopan saling mengahargai dan menghormakuBmi beberapa
hasil wawancara yang dilakukan dibeberapa waktg jaln yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepadpalB
Driyono selaku Kepala Desa Labangka Barat yaitu:

“jika berbicara tentang permasalah kesopanan mersaya sambutan
yang diberikan oleh staf yang bekerja di kantoradDeabangka barat ini
sudah baik karena biasanya jika ada masyarakat gatejmg dan saya
sedang berada dikantor maka biasanya saya langsunigut tetapi jika

saya sedang ada urusan diluar kantor biasanydesafyang memberikan
sambutan kepada masyarakat yang datang “. (Haswam@ara 30

Desember 2013)

Hal yang sama dirasakan juga dari hasil wawancaagy
dilakukan kepada Bapak Andriawan selaku masyarBksa Labangka
Barat yaitu:

“menurut saya pegawai yang bekerja pada kantor Detangka ini
memiliki tingkat kesopanan yang bagus dalam merkaeripelayanan
dengan adanya sambutan yang diberikan kepada wangedatang
dengan bertanya kepada warga tentang kepentingayaayg bisa dibantu
untuk diselesaikan”. (Hasil wawancara tanggal &der2014).

293



Implementasi Pelayanan Publik Pasca Pemekaragfélisti)

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disingwulbahwa
kesopanan staf dalam memberikan pelayanan sudalp ddk bisa hal
ini bisa dilihat dengan perlakuan yang diberikarpdda masyarakat
dengan memberikan sambutan kepada setiap masyarakgt datang
dengan menanyakan keperluan apa yang bisa dibdeku staf Desa
Labangka Barat.

Keramahan

Keramahan berkaitan dengan perilaku yang diberikapada
masyarakat melalui perlakuan yang diberikan dalaosgs pelayanan,
keramahan sangatlah penting karena sifat ramah sreyapuhi terhadap
kepuasan masyarakat yang dimana keramahan akan emgamnphi
kenyamanan seseorang. Dibawah ini ada beberaganNsasancara yang
dilakukan beberapa waktu yang lalu yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepadpalB

Driyono selaku Kepala Desa Labangka Barat yaitu:
“menurut saya staf yang ada di Desa Labangka Baranmempunyai
tingkat keramahan yang bagus karena dalam membepldayanan
kepada masyarakat tidak boleh membeda-bedakans statsial dari
masyarakat yang datang”. (Hasil wawancara padag&r®0 Desember
2013)

Hal serupa diungkapkan juga oleh Bapak Mislan seki&pala
Dusun | warga Desa Labangka Barat yakni:

“menurut saya perlakuan yang diberikan oleh stafadkepada warga
yang datang diperlakukan sama setiap orang tidakhandang latar
belakang pekerjaan dan status sosialnya, selapeilyanan yang
diberikan disamaratakan tidak dibeda-bedakafHasil wawancara
tanggal 3 Januari 2014)

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan lzake@ramahan
aparatur Desa Labangka Barat sudah sukup memuasasyarakat hal
ini bisa dilihat dengan perlakuan yang diberikapdda masyarakat yang
tidak membeda-bedakan status sosial setiap masyamakg datang.
Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pelayanan Publik
Pasca Pemekaran Desa Labangka Barat

Dalam suatu pelayanan yang di selenggarakan oleteno@ah
pasti ada faktor yang akan mendukung dan penghapebi&ut ini adalah
beberapa hasil wawancara mengenai faktor penduangpenghambat
implementasi pelayana publik di Desa Labangka Barat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepadpalB
Driyono selaku Kepala Desa Labangka Barat yaitu:

“menurut saya faktor pendukung dalam melaksanakaplementasi
loyalitas yang diberikan oleh staf Desa LabangkeaBdalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat serta Kemamalan
kesopanan yang ditunjukkan kepada warga desa’a “jikenyangkut
faktor penghambat dalam melaksanakan implemenggsygnan publik
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seperti mati lampu karena disini belum adanya ggadepelayanan akan
terhambat dan akan menghambat aktifitas kerjayatad ada disini, selain
itu menurut saya tingkat sumber daya masyarakag pakerja disini
masih kurang hal ini ditunjukkan oleh hanya duangrasaja yang
mempunyai pendidikan S1”. (Hasil wawancara 30 Démari013)

Hal serupa diungkapkan pula dari hasil wawancaragya
dilakukan kepada Ibu Susini selaku staf kebersidarkantor Desa
Labangka Barat yaitu:

“menurut saya faktor pendukung dalam implementaty@anan publik
adalah sikap yang kami berikan kepada warga desg Yerprinsip
kekeluargaan disertai keramahan dan saling mengtioreatu sam
lainya”. “jika faktor penghambatnya yaitu tidak agla mesin foto kopy,
dan terkadang ketiadaan kepala desa dan sekrd&mds yang membuat
masyarakat menunggu kedatangan kepala desa y#&agldeg tidak bisa
diwakilkan oleh staf yang lain jika bapak kepalsaléan sekretaris desa
tidak ada ditempat”. (Hasil wawancara tanggal 3$dbeber 2013)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat pliam
bahwa faktor pendukung implementasi pelayanan ubli Desa
Labangka Barat didukung oleh loyalitas kerja pegalaéam memberikan
pelayanan kepada masyarakat derta sikap ramah diamgukkan oleh
staf yang membuat masyarakat merasa nyaman . Seotarfgktor
penghambat dalam implementasi pelayanan publik yemgda di Desa
Labangka sendiri yaitu kurangnya sarana dan pnasarang ada seperti
genset karena jika terjadi pemadaman listrik madtaksanaan pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat akan terhambainhsél kurangnya
tingkat sumber daya manusia yang ada di kantor Deisangka Barat.

Penutup
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara pem#sgenai
Implementasi Pelayanan Publik di Desa Labangka tBdPasca
Pemekaran, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Implementasi Pelayanan Publik ditinjau dari:

a. Kesederhanaan; mengenai kesederhanaan disini @patasa
belum pernah mengadakan sosialisasi kepada maayase&ara
massal tentang prosedur pelayanan yang diadakisentbr Desa
Labangka Barat, selain itu prosedur persyarataantblnis

maupun administratif hanya ada secara lisan yaketahui oleh
para warga sedangkan prosedur secara tertulis bghdn
pembuatan.

b. Kelengkapan sarana dan prasarana; fasilitas yasegidkan di
Desa Labangka Barat sudah cukup memadai dalam rurusa
penyelesaian layanan yang diberikan kepada mastaetipi
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C.

sarana dan prasarana penunjang seperti kondisikigsitor dan
penyediaan genset kantor Desa Labangka Barat didpktkan
kurang baik karena masih ada kendala pelayanan ssatamati
lampu.

Kemudahan akses; pelayanan yang ada di Desa Lab&wiat
sudah baik karena lokasi desa yang mudah dijangkduwarga
desa.

Kedisiplinan; dari hasil penelitian telah diketahdoahwa
kedisiplinan staf desa yang masih kurang memuadiahwa
masih ada pegawai desa yang datang bekerja tigat fmda
waktunya begitupun dengan jam pulang kerja yangktitepat
waktu terkadang pulang lebih awal dari waktu yamdah
ditentukan.

Kesopanan; dari hasil penelitian dapat disimpulkanwa tingkat
kesopanan aparatur desa memiliki tingkat kesopgaag bagus
karena aparatur desa tidak membeda-bedakan stetia$ warga
desa yang berbeda-beda baik yang mampu dan kurangpm
semua disamaratkan dan perlakuan yang diberlakjikanada
banyak warga yang datang mereka tidak memandaiug stasial.
Keramahan; dari hasil penelitian dapat diketahuihweza
keramahan staf Desa Labangka Barat sangant memmuaska
dibuktikan dengan perlakuan yang diberikan kepadayarakat
dengan memberikan sambutan kepada setiap wargadgagg
dengan menanyakan kepentingan apa saja yang higabgantu
oleh staf desa.

2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Reday&ublik
Pasca Pemekaran Desa Labangka Barat KecamataruB&dupaten
Penajam Paser Utara; dari hasil penelitian damamngdulkan bahwa
faktor pendukung dalam implementasi pelayanan bkubjaitu
keramahan dan kesopanan yang diberikan kepada rakaygang
datang ke kantor Desa Labangka Barat yang akan erédmb rasa
nyaman kepada masyarakat dengan menghormati, nrgaghdan
tidak membeda-bedakan status sosial setiap wardainStu faktor
penghambat dalam implementasi pelayanan yaitu tsdpegangnya
sarana dan prasarana yang ada misalnya gedungr kgaig
mempunyai ruang kerja yang terbatas dikarenakamhmmasnempati
gedung balai desa, pelayanan yang terhenti jijadiepemadaman
listrik dikarenakan tidak adanya genset, dan kelzema kepala desa
dan sekretaris desa yang terkadang mempunyai udiker kantor
yang mengambat proses pelayanan karena tidak ibia&ilkannya
urusan kepada staf yang ada selain itu kurangngéat sumber daya
manusia dalam hal tingkat pemahaman dan kompetensi.
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Saran

Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakatlalset
dilaksanakan pemekaran desa maka penulis mengeamnlsakan-saran
sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak desa mulai mengupayakan dana kdpamearintah
Kabupaten Penajam Paser Utara untuk pengadaandi@ayegenset
karena ada kalanya masyarakat membutuhkan pelayamancepat
tetapi terhalang karena mati lampu dan tidak temsgd tenaga
pengganti selain itu pengadaan dana yang akan akguanuntuk
menyelesaikan pembangunan gedung kantor desa yahgmb
rampung pembangunannya.

2. Sebaiknya pihak desa mengadakan kotak kritik daansdi kantor
Desa Labangka Barat selain itu pihak desa juga opaEygkan
adanya papan pengumuman sehingga masyarakat nmangetaang
apa saja yang diberitahukan kepada masyarakanteimBormasi apa
saja yang akan disampaikan dari pemerintahan desa.

3. Pimpinan dalam hal Kepala Desa langsung melakulkanggwasan
terhadap staf yang bekerja di kantor Desa LabaBgkat mengenai
kedisiplinan dan pemberian sanksi kepada pegaves gang masih
belum taat kepada peraturan yang telah ditetapiaglsmnya.

4. Sebaiknya Kepala Desa mengadakan pelatihan bdgiesta karena
masih kurangnya tingkat sumber daya manusia daérkemampuan
kinerja yang ada di kantor Desa Labangka Barat.
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